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KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 191/I11/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ATAS
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan Daerah, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan
Rancangan Peraturan Bupati Atas Perubahan Peraturan
Bupati Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5039);

3. Undang ...
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http://jdihn.go.id/files/4/1956uu012.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2009uu025.pdf
http://jdih.bintankab.go.id/index.php/jdih/home

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun
2016 Nomor 7)sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

DaerahKabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan ...
JDIH.BINTANKAB.GO.ID


https://jdihn.go.id/files/4/2014uu005.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu023.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2020uu011.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu030.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2016pp018.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2019pp072.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2019pp072.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2018pp017.pdf
https://jdihn.go.id/files/192/16pdbintan007.pdf
https://jdihn.go.id/files/192/16pdbintan007.pdf
https://jdihn.go.id/files/192/2021pd2101001.pdf
https://jdihn.go.id/files/192/2021pd2101001.pdf
http://jdih.bintankab.go.id/index.php/jdih/home

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bintan Nomor 49);

9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2018
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor
61).

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati
Atas Perubahan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut :

a. melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan perubahan atas Peraturan Bupati
Bintan Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

b. melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

c. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 16 Maret 2022

Pit. BUPATI BINTAN
dto

NI ROBY KURNIAWAN
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https://jdihn.go.id/files/192/2018pb2101060.pdf
http://jdih.bintankab.go.id/index.php/jdih/home

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 191/111/2022
TANGGAL : 16 Maret 2022

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ATAS
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

Ketua
Wakil Ketua

Sekretaris

A e

Anggota

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
Asisten Administrasi Umum Kabupaten Bintan;
Kepala Bagian Hukum;

Kepala Bagian Organisasi.

Plt. BUPATI BINTAN

dto
ROBY KURNIAWAN
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http://jdih.bintankab.go.id/index.php/jdih/home

